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KPK Warning Terkait Permintaan Sumbangan ke Perusahaan dan Pihak Lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber gambar: https://kabar24.bisnis.com/ 

Isi berita: 

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala 

daerah dan penyelenggara negara lainnya untuk tidak minta sumbangan untuk kepentingan 

pribadi. Perbuatan itu masuk kategori gratifikasi yang dilarang. “KPK mengingatkan kepada 

kepala daerah maupun penyelenggara negara lain untuk tidak melakukan perbuatan meminta, 

memberi, ataupun menerima sumbangan, hadiah dan bentuk lainnya yang dapat 

dikategorikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan,” kata pelaksana tugas juru bicara 

KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati, lewat keterangan tertulis, Ahad, 22 Agustus 2021. 

Sebelumnya, diberitakan adanya surat edaran permintaan sumbangan yang diduga 

bertandatangan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Sumbangan itu akan digunakan untuk 

menerbitkan buku. Kasus ini bermula setelah polisi menangkap lima orang yang membawa surat 

permintaan sumbangan. Setelah dicek, ternyata surat itu asli. 

Ipi mengatakan permintaan sumbangan oleh penyelenggara negara atas nama pribadi atau 

institusi, secara tertulis atau lisan bisa berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Perbuatan 

tersebut, kata dia, dilarang karena dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan 

peraturan serta memiliki resiko pidana. 

KPK dalam Surat Edarannya tentang Pengendalian Gratifikasi telah mengingatkan 

kepada para pimpinan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk menghindari 

gratifikasi dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku demi mencegah terjadinya tindak 

pidana korupsi. 

Dia mengatakan pegawai negeri dan penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi 

yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 

Gratifikasi tersebut dianggap pemberian suap, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Ancaman 

pidananya yaitu 4 sampai 20 tahun penjara dan denda dari Rp200 Juta hingga Rp 1 Miliar,” kata 

Ipi. 

https://www.tempo.co/tag/kpk
https://www.tempo.co/tag/gratifikasi
https://www.tempo.co/tag/gubernur-sumatera-barat
https://www.tempo.co/tag/sumbangan
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KPK berharap pegawai negeri dan penyelenggara negara dapat menjadi teladan bagi 

masyarakat dengan tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya melakukan perbuatan 

yang melanggar hukum. 

Disadur dari: https://nasional.tempo.co/read/1497355/kpk-ingatkan-sanksi-pidana-

untuk-kepala-daerah-yang-minta-minta-sumbangan/full&view=ok  
Di Maluku Utara sendiri ada kepala daerah bahkan pejabat ber-level lurah atau kepala desa 

sering mengeluarkan surat atas nama institusi untuk meminta atau memungut sumbangan. Namun 

sejauh ini sumbangan yang diminta untuk kepentingan daerah. Belum ada laporan terkait 

permintaan sumbangan untuk kepentingan pribadi. Yang terbaru, Gubernur Malut Abdul Gani 

Kasuba, mengirimkan surat untuk 74 perusahaan pertambangan yang beroperasi di Malut. Dalam 

surat itu Gibernur meminta para perusahaan ini ikut berpartisipasi membantu pelaksanaan STQ 

Nasional di Sofifi.  

Dirangkum dari: Malut Post   

Sumber Berita: 

a. http://www.nasionaltempo.co, KPK Ingatkan Sanksi Pidana untuk Kepala Daerah yang 

Minta-minta Sumbangan, 22/08/2021. 

b. Malut Post, KPK Warning Terkait Permintaan Sumbangan ke Perusahaan dan Pihak Lain 

23/08/2021. 

 

Catatan: 

A. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Pasal 12B disebutkan: 

1. ayat (1): Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap 

pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan 

kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa 

gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; 

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa 

gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. 

2. ayat (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). 

B. Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan 

Gratifikasi Pasal 2 disebutkan: 

1. ayat (1): Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi wajib 

melaporkan Gratifikasi yang diterima.  

2. ayat (2):  Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pemberian 

yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, 

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib menolak Gratifikasi.  

3. ayat (3): Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap 

jenis Gratifikasi sebagai berikut:  

https://www.tempo.co/tag/kpk
https://nasional.tempo.co/read/1497355/kpk-ingatkan-sanksi-pidana-untuk-kepala-daerah-yang-minta-minta-sumbangan/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1497355/kpk-ingatkan-sanksi-pidana-untuk-kepala-daerah-yang-minta-minta-sumbangan/full&view=ok
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a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, 

anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, 

sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;  

b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham 

pribadi yang berlaku umum;  

c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis 

berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum; 

d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan 

seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku 

umum;  

e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat 

promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang 

tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;  

f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang 

diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;  

g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan 

prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;  

h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang 

berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;  

i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan 

tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak 

melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan; 

j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, 

akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di 

instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak 

terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di 

instansi penerima; 

k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, 

pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara 

adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;  

l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, 

potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;  

m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima 

Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima 

Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran 

atau kepatutan;  

n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, 

atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak 

senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total 

pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari 

pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan; 

o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, 

dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 
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setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 

(satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;  

p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan 

q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan 

kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk 

individu pegawai negeri atau penyelenggara negara. 

 

 

Endnote/Catatan Akhir: 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan 

Gratifikasi disebutkan: Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), 

komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, 

dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 


